
 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA 

NOMOR       TAHUN 2023 
 

TENTANG 
 

PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN 

LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT 
 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 

 
Menimbang  
 

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Sisa Lebih 
Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum 

Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat; 
 

Mengingat 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

: 
 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 

1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia   
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1820); 
 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan 
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6516); 

SALINAN 



2 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan 
Negara  dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 
(Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor144, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5063); 
 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 6801); 
 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti                
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 
 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
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terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6                 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 
 

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 
 

11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang 
Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6779); 

 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 171, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 
 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165); 

 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5942); 

 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 6322); 

 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 

2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum Daerah; 

 
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015  
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120               
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 
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Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018  Nomor 157); 

 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79                
Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018  
Nomor 1213); 

 

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335); 
 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77                 
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia               
Tahun 2020 Nomor 1781); 

 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 
12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 5); 
 

22. Peraturan Daerah Kabupaten hulu Sungai Utara             
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Utara Tahun 2022 Nomor 7); 

 

23. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat 

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021                

Nomor 28); 
 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN 
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA 
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT 

KESEHATAN MASYARAKAT. 
 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara. 



5 
 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu 
Sungai Utara. 

4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonomi. 

5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan 

Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai 
Utara. 

7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi 

yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis 
penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan. 

8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah 
fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan 

perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya 
promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat 
yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. 

9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 
sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah 
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai 

fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari 
ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. 

10. Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas yang selanjutnya disebut 
BLUD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang 

memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan 
barang/jasa tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam 

melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan 
produktifitas. 

11. Pemimpin BLUD adalah Pimpinan BLUD Puskesmas di Kabupaten Hulu 
Sungai Utara. 

12. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pejabat Pengelola BLUD yang terdiri dari 
Pimpinan BLUD, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara. 

13. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD 

adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa 
keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat 
meningkatkan pelayan mutu kepada masyarakat dalam rangka 

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, 
sebagai pengecualian dari ketentuan  daerah pada umumnya. 

14. Sisa lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah 

sisa lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu 
periode anggaran. 

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 
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BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 
 

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman 
pengelolaan SiLPA BLUD pada Puskesmas di Daerah untuk 
meningkatkan mutu dan mendukung kegiatan pelayanan kesehatan 

kepada masyarakat. 
 

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menghindari kesalahan 

dalam pengelolaan SiLPA BLUD pada Puskesmas baik dari proses 
administrasi sampai proses pelaporannya. 

 
 

BAB II 

PENGELOLAAN SISA LEBIH  
PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD 

 

Pasal 3 
 

Pemerintahan Daerah memberikan fleksibilitas kepada PPK-BLUD Puskesmas 
dalam rangka pelaksanaan pengelolaan SiLPA BLUD. 

 

Pasal 4 
 

PPK-BLUD Puskesmas dapat menggunakan SiLPA BLUD sepanjang memberi 
manfaat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan dengan 
mempertimbangkan posisi likuiditas. 

 
Pasal 5 

 

PPK-BLUD Puskesmas dapat mengelola dan memanfaatkan SiLPA BLUD pada 
tahun anggaran berikutnya tanpa menunggu Perubahan APBD. 

 
Pasal 6 

 

Mekanisme pengelolaan SiLPA BLUD Puskesmas merupakan pengecualian 
dari mekanisme pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang tidak 

menerapkan PPK-BLUD. 
 
 

BAB III 
PROSEDUR PENGELOLAAN 

SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD PUSKESMAS 

 
Pasal 7 

 
(1) SiLPA BLUD Puskesmas merupakan selisih lebih antara realisasi 

penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran. 

 
(2) SiLPA BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 

berdasarkan laporan realisasi anggaran pada (1) periode anggaran.  

 
(3) SiLPA BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

digunakan dalam tahun anggaran berikutnya. 
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(4) Pemanfaatan SiLPA BLUD Puskesmas dalam tahun anggaran berikutnya 

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan likuiditas. 

 

(5) Pemanfaatan SiLPA BLUD Puskesmas dalam tahun anggaran berikutnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai 

program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD. 
 
(6) Pemanfaatan SiLPA BLUD Puskesmas dalam tahun anggaran berikutnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi mendesak 
dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD. 

 

(7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
mencakup: 

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya 
belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun 
anggaran berjalan; dan 

b. keperluan mendesak lainnya yang lebih besar bagi pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

 

Pasal 8 
 

(1) Nilai SiLPA BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
dilaporkan kepada Bupati dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. 

 

(2) SiLPA BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan 
sesuai dengan kebutuhan dan jenis Belanja PPK-BLUD Puskesmas, 

meliputi: 
a. biaya operasional diutamakan yang menunjang pelayanan; 
b. pembayaran jasa pelayanan; 

c. pengeluaran investasi jangka pendek diutamakan yang menunjang 
pelayanan; 

d. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil 

daripada realisasi belanja; 
e. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban Belanja 

Langsung; dan 
f. mendanai kewajiban yang sampai dengan akhir tahun anggaran 

belum terselesaikan. 

 
(3) Apabila penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf f belum diselesaikan pada tahun sebelumnya dapat dibayarkan 
dengan anggaran tahun berikutnya. 

 

Pasal 9 
 

Karakteristik SiLPA BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

ayat (1) adalah:  
a. SiLPA BLUD Puskesmas diperoleh dari selisih lebih antara realisasi 

Pendapatan BLUD dan realisasi Belanja BLUD pada satu tahun anggaran; 
dan  

b. SiLPA BLUD Puskesmas adalah sisa kas akhir tahun anggaran.  
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BAB IV 

PEMANTAUAN DAN EVALUASI 
 

Pasal 10 

 
(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

pemanfaatan SiLPA BLUD Puskesmas, dilakukan pemantauan secara 
berkala sesuai kebutuhan.  
 

(2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
dan/atau Inpektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

 
(3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan SiLPA BLUD Puskesmas 
dalam membiayai program dan kegiatan PPK-BLUD Puskesmas di Daerah.  

 

 
BAB V 

KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 11 

 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pemanfaatan SiLPA BLUD 
Puskesmas tahun sebelumnya sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini, 

pemanfaatannya wajib berdasarkan pada ketentuan Peraturan Bupati ini.  
 
 

BAB VI 

PENUTUP 
 

Pasal 12 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Utara.  

 
Ditetapkan di Amuntai 

pada tanggal 06 September 2023 
 
Pj. BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 

 
  CAP/TTD 
 

             ZAKLY ASSWAN 
Diundangkan di Amuntai  

pada tanggal 06 September 2023         
 
         SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, 
 

  CAP/TTD 
 
               ADI LESMANA 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2023 NOMOR 15. 


